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ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji responsivitas tenaga pendidik dalam menyikapi
penyusunan kebijakan pedoman etika penggunaan kecerdasan buatan (AI). Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dan sampel
dalam kajian ini terdiri dari tiga orang tenaga pendidik, terutama yang mengajar mata pelajaran
Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 44 Palembang. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis
dengan memadukan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang mengatur etika penggunaan Al, khususnya di
bidang pendidikan bagi peserta didik, sangat diperlukan. Banyaknya penyalahgunaan yang terjadi,
termasuk masalah terkait data dan pedoman penggunaannya, menegaskan perlunya kebijakan yang
mencakup kebutuhan dan kondisi terkini.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to examine educators' responsiveness to the development of ethical
guidelines for the use of artificial intelligence (AI). The research method applied is an empirical juridical
approach with a descriptive research design. The population and sample in this study consist of three
educators, particularly those teaching the subject of Pancasila Education at National Junior High School
(SMP) 44 Palembang. The data collected were systematically analyzed by integrating observed facts
with applicable positive law theories in Indonesia. The research findings indicate that policies
regulating the ethical use of Al, especially in educational contexts for students, are urgently needed.
The frequency of misuse, including issues related to data and user guidelines, underscores the need for
policies that address current needs and conditions.
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Pendahuluan

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau Al) merupakan teknologi yang semakin
populer dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan bagi tenaga pendidik
dan peserta didik. Penggunaan AI di Indonesia telah memudahkan banyak orang dalam
menyelesaikan tugas-tugas mereka, dengan banyak ragam aplikasi Al yang digunakan,
seperti ChatGPT. Namun, dalam penggunaannya, tidak sedikit pengguna yang kurang
memperhatikan etika, yang berpotensi merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Pada
era Society 5.0 ini, penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam
berbagai aspek kehidupan, terutama untuk meningkatkan kualitas, bukan sebaliknya. Di era
globalisasi ini, kemajuan teknologi menghadirkan dilema kompleks dengan dampak positif
dan negatif yang kerap terjadi secara bersamaan (Nursanti et al, 2023). Pesatnya
perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat, namun juga membawa dampak
negatif, seperti menurunnya kemampuan literasi siswa, berkurangnya aspek kemanusiaan
dalam lingkungan pendidikan, terjadinya distorsi dalam interaksi sosial, serta meningkatnya
isolasi individu akibat penggunaan teknologi yang berlebihan (Dewanto et al., 2023). Oleh
karena itu, diperlukan pedoman etika dalam penggunaan Al sebagai langkah antisipatif.
Penggunaan Al seperti ChatGPT dalam pendidikan harus diatur melalui kebijakan yang jelas
mengenai etika dan moral, terutama untuk mencegah penyalahgunaan seperti plagiarisme
(Amala et al.,, 2023). Di tengah kemajuan teknologi yang cepat, diperlukan aturan yang
mengatur penggunaan Al agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya,
khususnya dalam ranah akademik dan keterampilan (Hidayanti & Azmiyanti, 2023).
Kebutuhan akan pedoman etika ini muncul karena adanya kekhawatiran terhadap
pelanggaran etika dalam penggunaan Al

Saat ini, pemerintah merespons perkembangan teknologi Al dengan menyusun
kebijakan berupa surat edaran tentang pedoman etika Al yang rencananya akan disahkan
pada Desember 2023. Kebijakan ini bersifat preventif dan represif terhadap keberadaan Al di
semua kalangan. Surat edaran ini berfungsi sebagai kontrol agar penggunaan Al, seperti
ChatGPT, tetap mematuhi nilai-nilai etika dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang
lain. Selain itu, meskipun teknologi Al terus berkembang, masyarakat Indonesia, khususnya
tenaga pendidik dan peserta didik, diharapkan tetap mengembangkan kompetensinya secara
mandiri, meskipun ada teknologi yang mempermudah pekerjaan. AI merupakan alat yang
dapat membantu pekerjaan-pekerjaan di bidang intelektual yang berkaitan dengan
kemampuan manusia, seperti memecahkan masalah, belajar, membangun kreativitas,
bernalar, memahami, dan berinteraksi dengan lingkungan (Maihani et al., 2023). Surat edaran
terkait penggunaan Al ini adalah bentuk kebijakan pemerintah untuk mengarahkan
pemanfaatan Al secara bijak.

Surat edaran mengenai pedoman etika Al ini disusun berdasarkan pemantauan
terhadap kondisi aktual, yang menunjukkan pentingnya pengesahan kebijakan ini. Surat
edaran ini merupakan langkah awal untuk menghasilkan kebijakan yang akan dikeluarkan
oleh pemerintah. Menurut pengamatan Yehezkel Dror, implementasi kebijakan publik saat ini
dinilai masih rendah tingkat kepuasannya (Hasbullah & Wahyono, 2020). Hal ini berkaitan
dengan penelitian ini yang berfokus pada responsivitas tenaga pendidik dalam penyusunan
kebijakan etika penggunaan Al, apakah kebijakan ini diperlukan dan akan membantu atau
malah sebaliknya. Kebijakan ini berlaku di semua ranah kehidupan karena dampak besar dari
hadirnya teknologi Al, yang penggunaannya sangat tergantung pada etika individu. Namun,
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tidak semua orang sadar akan pentingnya menggunakan Al dengan bijak, sehingga peraturan
terkait hal ini menjadi sangat penting.

Tanpa adanya kebijakan yang mengatur penggunaan Al, banyak pengguna yang
cenderung menggunakan teknologi ini dengan kurang bijak, yang pada akhirnya dapat
merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Di bidang pendidikan, khususnya, banyak
peserta didik yang menyalahgunakan Al, sehingga menyulitkan tenaga pendidik dalam
proses pembelajaran serta memengaruhi aspek pengetahuan dan kemampuan peserta didik.
Di lokasi penelitian ini, yaitu SMP Negeri 44 Palembang, meskipun ada pengawasan dalam
penggunaan teknologi, masih terdapat peserta didik yang tidak memanfaatkan Al secara
tepat, terutama di luar lingkungan sekolah di mana guru tidak bisa memantau penggunaan
Al saat peserta didik mengerjakan tugas. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan resmi
seperti surat edaran atau peraturan untuk memberikan dasar hukum dalam mengatasi
masalah yang berkaitan dengan penggunaan Al. Pentingnya penelitian ini adalah untuk
memberikan tinjauan kritis terhadap topik ini, serta memastikan bahwa perilaku pengguna
Al tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan pedoman etika yang ditetapkan.

Surat edaran pedoman etika penggunaan Al mendapat tanggapan positif dari berbagai
kalangan, termasuk Mira Tayyiba, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan
Informatika, yang menyatakan bahwa penggunaan Al yang semakin meluas dapat
meningkatkan risiko penggunaan yang tidak tepat. Sebelum disahkan, surat edaran ini
dirumuskan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan terkait. Surat edaran ini nantinya berlaku di seluruh Indonesia, sebagai bentuk
antisipasi pemerintah terhadap dampak potensial dari Al, dan menunjukkan kesiapan
pemerintah untuk menghadapi implikasi perkembangan teknologi Al di era modern ini.

Saat ini, banyak yang tidak menggunakan AI dengan tepat dan beretika, hanya
memanfaatkan sisi praktisnya saja. Padahal, tujuan utama kehadiran AI adalah untuk
mempermudah dan mendorong inovasi, bukan untuk digunakan secara tidak bertanggung
jawab. Penggunaan Al, khususnya ChatGPT, oleh para akademisi mencakup penerjemahan
dan merangkum materi, yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pendidik dan peserta didik
dalam kegiatan pembelajaran (Marbun, 2023). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian
ini bertujuan untuk mengkaji responsivitas tenaga pendidik terkait penyusunan kebijakan
pedoman etika penggunaan AIl. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam
mempertimbangkan kebijakan-kebijakan terkait Al, sehingga pemanfaatannya di lingkungan
pendidikan dapat dilakukan dengan bijak sesuai dengan pedoman etika yang ditetapkan
dalam surat edaran atau kebijakan lain.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis empiris dengan jenis
penelitian deskriptif. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang
berkaitan dengan penerapan ketentuan normatif secara aktual pada berbagai kejadian di
lingkungan masyarakat. Penelitian deskriptif, yang diterapkan pada artikel ini, bertujuan
untuk menyajikan gambaran representatif tentang responsivitas tenaga pendidik dalam
merespons penyusunan kebijakan terkait pedoman etika penggunaan Artificial Intelligence.

Subjek dalam kajian ini terdiri dari beberapa tenaga pendidik di SMP Negeri 44
Palembang, khususnya dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila, dengan tiga orang guru
sebagai informan. Pemilihan guru Pendidikan Pancasila sebagai informan relevan mengingat
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permasalahan etika dalam penggunaan Al dan kebutuhan akan peraturan terkait, terutama di
lingkungan sekolah yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum. Para informan
tersebut juga menggunakan ChatGPT, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai
penggunaan yang tepat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Data
yang diperoleh mencakup data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data
sekunder seperti buku dan artikel. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan
mengintegrasikan fakta-fakta lapangan dengan teori-teori hukum positif yang berlaku di
Indonesia.

Hasil dan Pembahasan
1. Substansi Kebijakan Surat Edaran tentang Pedoman Etika Kecerdasan Buatan
(Artificial Intelligence)

Kebijakan pemerintah disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Di era
ini, perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), memerlukan perlindungan
agar penggunaannya tetap terarah dan sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Kebijakan
semacam ini, seperti surat edaran, dapat menjadi pedoman etika dalam penggunaan Al
Misalnya, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Etika Kecerdasan Artifisial yang diterbitkan pada 19 Desember 2023, menetapkan tiga prinsip
utama: nilai etika, pelaksanaan nilai etika, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan dan
pengembangan Al Surat edaran ini menjadi acuan resmi bagi masyarakat Indonesia,
menyediakan payung hukum untuk mengatur etika penggunaan Al yang terus berkembang
di berbagai bidang.

Surat edaran tersebut menekankan pentingnya etika dan adab dalam penggunaan Al,
agar pengguna tetap mengendalikan teknologi Al dengan bijaksana, bukan sebaliknya. Selain
itu, diharapkan surat edaran ini menumbuhkan rasa tanggung jawab individu saat
memanfaatkan Al. Surat edaran ini, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan di
negara-negara maju, merupakan langkah preventif pemerintah untuk membangun kesadaran
masyarakat akan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi Al Banyak negara telah
memberikan rekomendasi beragam terkait tantangan sosial dan psikologis penggunaan Al.
Rekomendasi ini juga disusun untuk mendorong kepercayaan publik terhadap teknologi Al
sebagai alat yang mendukung kebutuhan masyarakat (Saheb & Saheb, 2023). Selain itu, Al
dianggap relevan dalam mendukung tahap pendataan dan pengelolaan pendidikan secara
teknologi (Gulson, 2022).

Teknologi berbasis AI memainkan peran penting dalam proses pembelajaran bagi
peserta didik (Adnin & Sapriya, 2024). Mengingat manfaatnya yang besar, penggunaan Al di
dunia pendidikan sebaiknya tidak dilarang, melainkan perlu diadaptasi dengan bijak. Hal ini
sangat penting mengingat perbedaan karakteristik setiap peserta didik dalam proses
belajarnya, sehingga guru diharapkan mampu menerapkan pendekatan pembelajaran yang
bervariasi dan relevan dengan tuntutan era digital saat ini untuk mencapai kompetensi
peserta didik secara optimal (Adnin et al., 2023). Kebijakan dalam surat edaran tentang
penggunaan Al sejalan dengan kondisi dan tujuan pembelajaran saat ini, serta mendukung
penerapannya di lingkungan pendidikan.
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2. Responsivitas Pendidik terhadap Penyusunan Kebijakan Surat Edaran Pedoman
Etika Kecerdasan Buatan (AI)

Sajian Keamanan data, terutama dari segi kerahasiaan, harus menjadi perhatian utama
dalam penggunaan teknologi, termasuk informasi yang dihasilkan oleh program chatbot Al
Oleh karena itu, instansi sebaiknya mengembangkan aturan kebijakan yang berkaitan dengan
pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dari hasil interaksi dengan Al
(Subiyantoro et al., 2023). Kebijakan ini, termasuk pedoman etika penggunaan Al, sangat
penting untuk bidang Pendidikan Pancasila. Dengan adanya peraturan yang jelas, pendidik
dapat membimbing siswa dalam menggunakan AI secara bertanggung jawab, sehingga
batasan tertentu dapat diterapkan untuk mencegah kekacauan yang mungkin terjadi tanpa
adanya aturan.

Di masa depan, terdapat kemungkinan bahwa kecerdasan fisik akan digantikan oleh
mesin, dan kecerdasan akal dapat digantikan oleh kecerdasan buatan (AI). Namun,
kecerdasan emosional dan spiritual tidak mungkin digantikan oleh mesin. Oleh karena itu,
pembelajaran tentang aspek-aspek ini sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak agar
mereka dapat mengembangkan kemampuan yang tidak tergantikan oleh teknologi (Ali &
Erihadiana, 2021). Para pendidik, terutama guru Pendidikan Pancasila, juga mengungkapkan
perlunya kebijakan yang memfokuskan pada kecerdasan emosional dan spiritual, yang
memerlukan bimbingan manusia. Keterampilan ini tidak dapat diajarkan oleh kecerdasan
buatan, melainkan harus dilakukan oleh pendidik yang memiliki kedalaman pemahaman dan
pengalaman.

Pendidikan yang diberikan kepada pemuda seharusnya tidak hanya terfokus pada
aspek linguistik, tetapi juga mencakup pendidikan di bidang digital, termasuk kecerdasan
buatan (AI). Mengingat perubahan kondisi dunia saat ini, penting bagi generasi muda untuk
memahami dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi (Timur, 2018). Oleh karena itu,
diharapkan bahwa siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dengan
memanfaatkan Al secara bijaksana dalam proses pembelajaran, dengan panduan dari surat
edaran yang akan diterbitkan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa guru, terutama guru Pendidikan
Pancasila di sekolah, yang menyampaikan pandangan mereka terkait dengan penggunaan
teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan. Salah satunya adalah PL, yang
mengungkapkan pandangannya tentang pentingnya aturan dalam memanfaatkan Al di
kalangan pelajar.

“Menurut saya, dengan semakin banyaknya program teknologi yang muncul, termasuk kecerdasan

buatan seperti ChatGPT yang kini populer di kalangan pelajar, peraturan yang jelas sangat

diperlukan. Ketika mereka menyelesaikan tugas, sering kali program ini dimanfaatkan untuk
mengefisienkan pekerjaan dan proses belajar. Namun, tak jarang mereka justru kurang memahami
jawaban yang diberikan saat ditanya lebih lanjut. Karena alasan inilah, saya sangat mendukung

adanya surat edaran mengenai Al ini, agar penggunaannya bisa dimanfaatkan dengan baik dan
prosedurnya lebih jelas.” (Hasil Wawancara, 18 September 2024).

Pandangan serupa turut diungkapkan oleh HF, yang menyampaikan bahwa
kebijakan terkait penggunaan Al sangat penting untuk diterapkan, karena dapat
mendorong para pengguna, khususnya peserta didik, agar lebih berhati-hati dan bijak
dalam memanfaatkannya.
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"Menurut saya, peraturan terkait Al ini dapat membuat penggunanya lebih berhati-hati dan tidak

sembarangan dalam menggunakannya, terutama saat proses belajar sebagai peserta didik. Dalam

surat edaran tersebut, seperti halnya peraturan atau kebijakan lainnya, tentu akan ada penjelasan

yang detail, termasuk sanksi yang mungkin diterima jika terjadi pelanggaran.” (Hasil Wawancara,

18 September 2024).

ARR menekankan bahwa pentingnya penerapan pedoman etika dalam
penggunaan teknologi Al tidak hanya berlaku bagi peserta didik, tetapi juga bagi tenaga
pendidik dan pihak lainnya. Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan ini diperlukan agar
penggunaan Al tetap berada dalam kendali manusia, memastikan teknologi menjadi
alat yang bermanfaat tanpa menggantikan peran dan tanggung jawab penggunanya.

"Tentu saja, hal ini tidak hanya berlaku bagi peserta didik, tetapi juga bagi kami sebagai pendidik

dan bidang lainnya, bukan hanya di sektor pendidikan. Dengan adanya surat edaran ini, kami harus

mematuhinya. Seiring munculnya ide-ide baru dan perkembangan pesat Al di masa depan,

diharapkan para pengguna dapat tetap berada dalam batas penggunaan yang semestinya. Jadi,

bukan teknologi yang menguasai kita, tetapi kitalah yang harus menguasai teknologi.” (Hasil

Wawancara, 18 September 2024).

Artinya, sangat diperlukan aturan khusus dalam penggunaan Al, terutama pada
program seperti ChatGPT yang menjadi bagian dari teknologi Al tersebut. Meskipun sekolah
sudah memiliki aturan umum terkait penggunaan teknologi, dukungan kebijakan yang lebih
spesifik mengenai program yang sering digunakan oleh peserta didik, seperti ChatGPT, tetap
dibutuhkan. Hal ini semakin relevan mengingat tingginya rasa ingin tahu peserta didik
terhadap teknologi.

Sejalan dengan pernyataan Adnin & Hubi, (2023), karakter rasa ingin tahu peserta didik
sangat penting untuk dikembangkan, terutama dalam menghadapi pesatnya kemajuan
teknologi yang dapat berkontribusi positif dalam proses belajar mereka. Oleh karena itu,
Ramadhan et al., (2024) menekankan pentingnya pengaturan yang tepat dan cermat dalam
penggunaan teknologi di berbagai kegiatan, agar terbentuk warga negara yang cerdas,
inklusif, dan responsif terhadap perubahan, khususnya di bidang teknologi.

Kesimpulan

Kebijakan yang dibuat dimulai dengan penerbitan surat edaran mengenai etika
penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), terutama yang berkaitan dengan
pendidikan yang digunakan oleh siswa (peserta didik). Hasil penelitian deskriptif yang
dilakukan melalui studi literatur menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat diperlukan, karena
dapat membantu pendidik dalam proses kegiatan pembelajaran, sehingga siswa dapat
memanfaatkan teknologi dengan benar. Tanpa adanya aturan yang jelas, ada risiko siswa dan
pihak lainnya dapat melakukan kecurangan, yang justru akan merugikan diri mereka sendiri.
Selain itu, pendidik menginginkan agar isi kebijakan mencerminkan kondisi nyata saat ini,
dan baik pendidik maupun siswa perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini,
terutama dalam hal penggunaan kecerdasan buatan secara bijak.
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